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PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTO) 
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhl ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 9 Tahun 20(,)B tentang Pembentukan, Susum:1n 
6rganisasi dan Tata Kelja Dinas J)aerah Kola Palembang sejalan 
dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kola Palembang 
Nomor 6 Tahun 2008 tenta,-ig Urusan Pemertntahan Kota 
Palembang dibidang pertanian dan ketahanan pangan, maka 
dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional 
serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
perlu membentuk Unit Pelaksana Tekni~ Dlnas (UPTD) Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud hurl# a, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertahian. 
Perikanan dan Kehutanan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahl.m 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 1821)i 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1967 tentang Ketentuan­
Ketentuan Pokok Peterenakan dan kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 2824); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentJ,lng Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
d.iubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahon 1999 (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890)i 

4. Undan9-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 
(Lernbaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara RJ Nomor 3299); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1~99 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Rt Nomor 3888); 

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PerUbahao Kedua 
Ates Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 



enetapkan 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

8. Undang-Und.alig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembafan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kall dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintalian Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

~- Undang~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan 
Lembaran ~egara RI Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provins! dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran N~ara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 teritang Pedoman 
Organlsasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nornor89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4741); 

12. Peraturan Daerah Kota Palembang. Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kofa Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 200.8 ~omor 6); 

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentul<an, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Palembang (Lembara.n Daerah Kota Palembang Tahun 9 
Nomor 2008). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

2 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerinlah Kola Palembang. 
3. Wallkota adal_ah Walikota Palembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walfkota Palembang. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sek<eraris Daerah Kota Palembang. 
6. Dlnas Pertanlan, Perikanan dan Ke.hutanan adalah Dinas 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kola Palembang. 
7. Kepala Dlnas adalah Kepala Oinas Pertanian, Perikanan <Ian 

kehutanan Kota Palembang. 
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah 
seluruh Kepala UPTD pada Olnas Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan. 

9. Kepala Sub Baglan Tata Usah.a adalan Kepala Sub Ba9iim pada 
UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehulanan. 



10. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operastonal 
pada UPTD Pertanian, Perikanan dim Kehutanan. 

11. Kelomp6k Jabatan Fungslonal adalah Ketompok Pegawal Negeri 
Sipil yang dlberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oteh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan keglatan yang 
se-suai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan lni, dil;>entuk Unit P.elaksana Teknis Dinas 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

(2) UP.TD Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan -Sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : 
a. UP-TD Perbenlhan/Pembibltan Tanaman Pangan dan 

Hortiklullura. 
b. UP.TD Rumah Potong Hewan. 
c. UPTD Kesehatan Masyarakal Veterlner. 
d. UPTD Pangkalan Pendaratan lkan. 
e. UPTD Balai Benih lkan. 
f. UP.TD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hulan. 
g. UPTD Balai Penyllh.Jh Pertanlan Se-kojo. 
h. UP.TD Balai Penyuluh Pertanian Gandus. 
i. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Seberang Ulu. 
J. UPTD Balai Penyuluh Pertanian,Talang Betut.u. 

BAB Ill 
UPTD PERBENIHAN/PEMBIBITAN TANAMAN PANGAN 

DAN HORTIKUL TURA 

Baglan Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungal 

Pasal 3 

(1) UPTD Perbenihan/Per:nbibitan Tanaman Pangan dan Hortikullura 
dipimpln oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan 
operasional berada df bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dlnas. 

(2) Dalam ke-dudukan terse-but, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Perbenlhan/Pemblbrtan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
dibina oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikullura. 

Pasal4 

UPTD Perbenlhan/Pemblbltan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
mempunyal tugas melaksanakan sebagian · tu·ga$ Dinas Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional yang meliputi 
perencanaan, pembinaah, penyimpanan, penyaluran atau · dlslfibusl, 
penge-mbangan serta pengawasan mutu benih tanaman, 

Paaal S 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
UPTD Perbenlhan/Pembibi~n Tanaman Pangan dan Hortikultura 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan. rencana dan program keglatan pengembangan 

teknologi dan pengawasan mutu benih tanaman. 
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b. Pefaksanaan produksl, blmbingan penangkaran penyaluran benih. 
c. Penilaian kultivar, pelayanan laboratorium, sertifikasi dan peralatan. 
d. Pelaksanaan tata usaha Unit Pelaksanan Teknis Dinas 

Perbenihan/Pembibitan. 
e. Pengkoordinasian dengan inslansl terkait dan unit kerja lainnya. 
f. Penyampaian faporan kegiatan operasional kepada Kepala Din;:is. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasaf6 

(1) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan/Pembibitan 
Pangan dan Hortikultura, l~rdiri dari : 
a. Kepata. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
e. Petugas Teknis Qperasional. 
d. Kelompok Jabatan fungsional. 

Tanaman 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD 
Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
dalam Lampiran I. 

Perbenihan/Pembibitari 
sebagaimana tercantum 

Bagian Pertama 
Kepala UPTD 

Pasal7 

Kepala UPTD mempunyal tugas memlmpln dan mengkoordinasikan 
pefaksanaan kegiatan pengembangan teknologi, mengawasi mutu 
benih tanaman, memproduksl serta memberikan bimbingan 
penangkaran,dan penyafuran benih. 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksUd dalam Pasal 7, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang 

perbenihan/pel'nbibitan tanaman pangan dan hortikultura. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebuluhan benih. 
c. Penginventarisasian sumberdaya yang berl<aitan dengan 

perbenihan lanaman dan permasafahan dan promosi lanaman. 
d. Peleksanaan inforrnasi dan promosi perbenihan tanaman. 
e. Pembinaan himpunan penangkar dan pedagang benlh lanaman. 
f. Pemerlksaan l(eabsahan benih surnber yang akan dftangkarkan. 
g. Penginventarisasian dan pengklarifikasian penangkar/produsen 

benih. 
h. Pemrosesan benih tanaman. 
i. Pengelolaan benih sumber Breeder Seed (BS), mengaturan 

produksl benlh sumber berbagai tingkatan (FS, SS) dan blla 
memungkinkan memproduksi BS untuk berbagal jenis komoditi 
tanaman. 

j. Pengawasan peredaran buah-buahan balk produk lmpor mauplJn 
'lokal. 

k. Pelaksanaan koordlnasl dan kerjasama dengan unit kerja dan 
fnstansi for1<.ait lainnya. 

I. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring peta1<sanaan tugas. 
m. Pelaksanaan tu_gas-tugas dinas yang dlberikan oleh Kepala Dinas. 
n. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD. 
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Baglan Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

PasalS 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dala,n Pasal 6 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi 
umum dan keuangan. 

Pasa.110 

UntUk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Kepala Sub Baglan Tata Usaha mempunyaifungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegialan yang telah dltetapkan sesual dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengetolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan perbenlhan/pemblbitan 

tanaman pangan dan hortikultura serta fasilitas lainnya. 
f. Perencanaan target penerimaan retribusi ·dibidang tanaman pangan 

dan hortikultura. 
g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiafan pelaksanaan tugas. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Teknis Opetaslonal 

Pa.sal 11 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan, memblna den 
meningkatkan upaya pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman 
pangan dan hortlkullura serta memberikan pelayanan jasa pemasaran 
hasil dan usaha-.usaha dibidang perbenlhan/pembibitan tanaman 
pangan dan hortikultura. 

Pasal12 

Pet\Jgas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan demontrasl pelatihan teknotogi budidaya tanaman 

ditingkat usaha tani. 
b. Pelaksanaan penilaian kultivar, sertifikasi, benih pangujian 

laboratorlum, pengawas.an peredaran benih den bidang tanaman. 
c. Pengadaan pembenlhan tanaman untuk keperluan masyarakal 
d .. Penyelenggaraan perbanyak mata tempel dan pohon lnduk. 
e. Pembinaan dan pen,gawasan pereda~n benih. 
f. Pengawasan peredaran peslisida yang dljual pedagcing atau 

pengusaha dan bekerjasama dengan komisi pengawas pestisida. 
g. Pembinaan dan pelayanan jasa, teknologi penanaman tanaman 

untuk pertamanan (lands keeping) dan penghijauan kola. 
h. Pelayanan jasa usaha alat dan mesin pertanian dengan sistem 

Usaha Pelayanan Jase Alsintan (UPJA). 
i. Pelayanan jasa penggilingan padl huller dari alat penyosohan 

beras. 
j. Fasilitasi penyelenggaraan izln usaha budidaya tanarnan dan kios 

sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura. 
k. Pelaks_an_aan kerjasama dan berk90rdinasi dengan pihak terkaiL 
I. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dlberikan oleh Kepala UPTD. 
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BAB V 
UPTD RUMAH POTONG HEWAN 

Baglan Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 13 

(1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin olah seorang Kepala yang 
secara administrasi dan operasional be1c1da di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Dalam keduduka,n tersebut, s~ra teknl~ operasl9nal Kepala 
UPTD Rumah Potong Hewan dlbina oleh Kepala Bidang 
Peternal<an. 

Pasal14 

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai lugas melaksariakan 
sebagian tugas Dlnas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada 
tingkat operasibnal yang meliputi pengelolaan, pengaturan, 
pengamanan, pelayanan jasa pemotongan hewan dan pemungutan 
retribusi di dalam rumah potong hewan. 

Pasal15 

Untuk melaksanakan tugas seba_gaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
UPTD Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyelenggaraan pet;:iyanan jasa pemotongan hewari yang sah, 

untuk memenuhl l<ebutuhan daging yang sehat dan hygienis yang 
meliputi pengelolaan, pengaluran, pemeriksaan kesehatan hewan 
sebelum dipotong (ante mortem) dan sesudah dipotong (post 
mortem) untuk pencegahan penularan penyaklt hewan pada 
manusia. 

b. Penyelenggaraan retribusi pemeril<saan pemotongan, baha.n asal 
dan bahan olahan hewan/temak. 

c:. Pengendalian den pemantauan terhadap keluar masuknya hewan 
atau temak di Rumah Potong Hewan. 

d. Pengawasan pemotongan hewan dan lalu lintas daging dan hewan 
yang di import atav eksport atav keluar masuk daerah. 

e: Pemungutan dan melaporkan hasil retribusl rumah potong hewan. 
f. Penyusvnan statieytik dan pelaporan jasa rumah potong hewan. 
g. Pengkoordinasian dengan inslansi terkait dan unit kerja lainnya. 
h. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Oinas 

melalui SekretaFis dan atau Kepala Bidang yang terkait. 

BAB VI 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 16 

(1) Susunan Organis,;1si UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungslonal. 

(2) Bagan Struktur Orgariisasi UPTD Rumah Potong Hewan, 
sebagaimana tercantum dalam Lamplran II. 
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Bagian Pertama 
Kepala UPTO 

Pasal 17 

Kepala UPTD niempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasjkan 
kegiatan pelak.sanaan pelayanan jasa pemotongan hewan yang sah 
untuk memenuhl kebutuhan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, 
dan Halal) yang meliputi pengelolaan, pengaturan pemeriksaaan 
kesehatan hewan sebelum dlpotong (ante morlem) dan sesudah 
dipotong (post morlem) untuk pen~ahan penularan penyakit hewan 
pada manusia 

Pasal 18 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Kepala UPTD mempunyai fun9sl : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan 

rumah potong hewan. 
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante morlem) 

dan dilaksanakannya pemeriksaan daglng (post mortem) untuk 
menjamin bahwa daging yang_ akan dipasarkan layak di konsumsi 
(m~menuhl kriterla Aman Se.hat Utuh dan Halal/ASUH) dan untuk 
pencegahan penularan penyakit hewan ke manusla. 

c. Pendeteksi dan pemantauan hewan yang menderita sesuatu 
penyakit yang ditemukan pada pemeriksaan ante mortem dan 
pemerlksaan post mortem guna penciega.han dan pernberantasan 
penyakit hewan menular dari daerah asalnya . 

. d. Penyeleksian dan pengendalian atas pernotongan temak besar 
bertanduk, betlna masih produktif yang akan dipotong di RPH • 

e. Pengawasan pemoto_ngan hewan dan lalu lintas hewan/lernak 
yang diimpor atau ekspor (keluar masuk daerah) melalui 
pengawasan ketuar masuknya hewan/ternak di RPH. 

f. Pembuatan prosedur tetap (protap) alur pemotongan 
hewan/t'emak dan menetapkan besar serta llSra pemungutan jasa 
retribusi pemeriksaan pemotengan hewan/temak, bahan asal 
hewan/ternak dan bahan o.lahan hewan/ternak 

g. Perllndungan masyarakat terhadap bahaya penyakit yang 
ditimbulkan atau dlbawah oleh hewan dan bahan makanan asat 
hewan. 

h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan 
instansi terkait lainnya. · 

I. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang djberikan oleh Kepala Dinas. 
J. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pascal 19 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Passi 
16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi umum, keuangan dan rumah tangga. 

Pasal20 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Passi 19, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesual dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
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c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan periengkapan. 
e. Penyiapan administrasi pengelolaan relribusi rumah potong hewan 

dan dokumen lainnya. - -
f. PengaJuan rencana dan pemeliharaan rumah potong hewan dan 

fasilitas fainnya. 
g. Perencanaan target penerimaan retlbusi setiap tahun. 
h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
L Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Teknla Operaslonal 

Paeal21 

Pelugas Teknls Operasional sebagaJm~na dimaksud dalam Pai.al 16 
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan, mengatur dan 
menertibkan. rnengandangkan, memberlkan pelayanan teknis 
pemotongan hewan, mengawasi lalu lintas hewan/daging, melakukan 
pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong serta memungut 
retribusi. 

Pasat22 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
mempunyai f1,mg~i : 
a. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban pengandangan istlrahat 

hewan sebelum dilakukan pemotongan. 
b. Pengawasan pemotongan hewan, latu lintas hewan, lalu llntas 

daging dan bahan makanan yang berasal dart hewan. 
c. Pelayanan teknis -pemotongan hewan. 
d. Pelaksanaan tlodakan hygiene pemeriksaan ante mortem pada 

hewan yang akan disembelih atau dipotong. 
e. Pengawasan pelaksanaan penyembelihan atau pemotongan 

hewan dan syarat-syaral pemotongan atau penyembelihan baik 
didalam dan atau dlluar rumah potong hewan. 

f. Pemeriksaan kesehatan hewan guna melindungi masyarakal dari 
berjangkitnya penyakit yang berasal dari hewan (kesmavet). 

g. Pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan relribusi 
kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dlnas Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan. 

h. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. 
i. Pel<1ksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

BAB VII 
UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 

Baglan Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok da.n Fungsi 

Pasal23 

(1) UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oteh seorang 
Kepala yang secara administrasi den operasionat berada di bawah 
dan bertanggung.jawab kepada Kepala Dines. 

(2) Dalam k99udukan tersebut, ~ra teknis operasional Kepala 
UPTD kesehatan Masyarakat Veter(ner dibina ,ole1' Kepala Bidang 
Petemakan. 



Pasal 24 

UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dlnas Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan pada lingkal operasional yang meliputi pembinaan, 
pengawasan dan pengujian mutu bahan asal he\van (food bome 
desease)., sanilasi unggas dan, tempat penanganan/pengolahan hasil 
temak. 

PasaJ 25 

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
UPTD Kesehatan Masyarakal Veteriner menyelenggarakan fungsi : 
a Pelaks-anaan penibinaan dan pengawasn keseha1an bahan asal 

t,ewan dan sanitasi lemak dan tempat penanganan/pengolahan 
hasil temak. 

b.. Pelaksanaan bi0S?Curily/pencegahan dan pemberantasan penyakit 
yang berasal dari hewan maupun bahan asal hewan yang keluar 
masuk daerah. 

c. P~ngawa~an, pemeriksaan dan pencegahan penyakil temak 
(unggas, s1:1pi, kamblng, domba dan habi) yang dapat dltularkan 
oleh bahan asal hewan dan temak. 

d. Pembinaali, pemeriksaan dan pemantauan bahan asal hewan yang 
dijual di Pasar Modern maupun PasarTradisional. 

e. Penyelenggaraan pemungutan relribusi terhadap pemeriksaan dan 
pencegahan penyakit hewan/temak dan peredaran bahan asal 
lernak di Pasar Modem den PasarTradisional. 

f. Pengkoordinasian dengan ilistansiterkait dan unit kerja lainnya. 
g . Penyampaian laporan pelaksanaan lugas. 

BAB VIII 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal26 

(1) Susunan Organlsasi UPTD Kesehatan MasyarakatVeteriner, terdlri 
dart: 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kesehatan Masyarakat Veterlner, 
sebag_aimana lercantum dalam Lampiran Ill. 

Baglan Pertama 
l<epala UPTD 

Pasal27 

Kepala UPTD mempunyai tugas memlmpin dan mengkoodinasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, perikanan 
dan Kehutanan, meliputi pembinaan, pengawasan dan pengu]ian mutu 
bahan asal hewan serta pelayanan kesehalan masyarakat veteriner. 

Pasal 28 

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesehatan 

masyarakat veteriner. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kesehatan ma~yarakat 

veteriner. 
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c. Pembinaan .dan penga~...-asan kesenatan Bahan Asal Hewan, 
sanitasi RPH/unggas dan tempat penanganan/pengolahan hasll 
temak. 

d. Pemantauan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan 
pelayanan, pemeriksaan dan pencegahan penyak1t unggas/ternak. 

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta 
irtstansi terkait lainnya. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas dlna~ yang dlberikan oleh Kepala Dinas. 
g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD. 

Baglan Kedu.a 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 29 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagalmana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) ,huruf b, mempunyal tugas melaksanakan urusan 
adminlstrasi umum, perlengkapan dan keuangan. 

Pasal 30 

Untuk melaksanakan lugas SE1bagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunart rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telan ditetapkan se.suai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipa11. · 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
e. Penyiapan administrasi peng~lolaan retribusi kesehatan 

masyarakat veteriner dan dokumen lainnya. 
f. fengajuan rertcana dan pemellharaan kesehatan masyarakat 

veteriner serta fasilitas lainnya. 
g. Perencanaan target penerimaan retibusi setiap tahun. 
h. Penyiapan dan penyusun~n laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dlberikan Kepala UPTD. 

Baglan Ketiga 
Petugas Teknis Operaslonal 

Pasa131 

Petugas Teknis Operaslona1 sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 26 
ayat (1) huruf c, mempunyai lugas melaksanakan perneriksaan dan 
pencegahan p_enyaklt unggas/ternal< dan penguJian mutu bahan as:al 
hewan. 

Pasal32 

Petugas Teknis Qperasional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 , 
mempunyai fungsj : 
a. Pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan dan tempat pengolahan 

hasii temak. 
b. Pengawasan dan pemeriksaan penyakit temak (unggas, sapi, 

kambing, domba dan babi) yang keluar maupun memasuki daetah. 
c. Pelaks:anaan llPaye pemberantasan penyakil zoonosa yang dibawa 

oleh temak (unggas, sapi, kambing, domba dan babi). 
d. Pelaksanaan pungutan retribusi terhadap pemerlksaan bahan asal 

hewan yang beredar di Pasar-Pasar Moderen maupun Pasar 
Tradisional. 
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e. Pembinaan dan pengawasan kesehatan bahan asal hewan. 
sanitasi RPH/ungga~ dan tempat penanganan/pengolahan hasil 
temak. 

r. Pelaksanaan pengelolaan, pemungulan retribusi dan menyetorkan 
penerimaan retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima 
Dinas Pertan,an, Perikanan dan Kehutanan. 

g. Pelaksanaan kerjasama dan berkOQrdinasl dengan pih?k terkait 
h. Pelaksanaan tugas-tugas •ain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

BAB IX 
UPTD PANGKALAN PENDARATANIKAN 

Baglan Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal33 

(1) UPTD Pangkalan Perid~ratan lkan dlpimpin oleh seorang Kepala 
yang secara administrasi dan operasionai berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Dalam kE!dudukan teraebut, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Pangkalan Pendaratan lkan dibina oleh Kepala Bidang 
Perikanan. 

Pasal 34 

UPTD Pangkalan Pendaratan lkan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam 
mengelola sarana dan pras_arana Pangkalan Pendaratan lkan {PPI). 

Pasal 35 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
UPTD Pangkalan Pendaratan lkc!n menyelenggarakan fungsl : 
a. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pangkalan 

Pendaratan lkan {PPI). 
b. Pengawasan dan peman1auan l:longkar muat kapal penangkap dan 

pengangkut ikan. 
c. Penyelenggaraan pungutan retribusi terhadap penggunaan sarana 

dan prasarana Pangkalan Pendaratan lkan (PPI). 
d. Pemerll<saan fisik dan pendaftaran kapal perlkanan berukuran std 

10 GT. 
e. Pengkoordinasian dengan instansi terkalt clan unit kerja lainnya. 
f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas. 

BAB X 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal36 

(1) Susunan Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan lkan, terdiri darl : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan lkan 
sebagalmana tercantum dalam Lamplran IV. 
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Bagian Pertama 
Kepala UPTO 

Pasal37 

Kepala UPTD mei:npunyai tugas mei:nimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan, mellpuU k~iatan pemblnaan, pengelolaan, 
pengawasan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan 
pendaratan ikan. 

PasaI38 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan 

pangkalan pendaratan ikan. 
b, Pemberian pelayanan jasa pengelolaan pendaratan ikan. 
c. Pengelolaan sarana dan prasarana yang terdapat pada pengolaan 

dan pendaratan ikan. · 
d. Pemantauan dan pengendalian keglatan pendaratan ikan. 
e. Penyelenggaraan pungulan retribusi pelayanan. 
f. Pelaksanaan koordlnasl dan ke~asama dengan unit ke~a· serta 

lnstc1n.si terkail lainnya. 
g. P.elaksanaan tugas0tugas dinas yang dlberikan oteh Kepala Dinas. 
h. Penyampaian laporan pelaksana~m tugas. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Baglan Ta~ Usaha 

Paaal39 

Kepala St.lb Bagian Tata Usaha seb·agalmana dim.iksud dalam Pasal 
36 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 

Pasal40 

Untuk melaksli!nakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksan.akan 

kegiatan :yang lelah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Penge1o1aari administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
e. Penyiapan administrasi pengolaan retrlbusi pangkalan pendaratan 

ikan dan dokumen lalnnya. 
f. Pengajilan rencana pemellharaan sarana dan prasarana 

pangkalan pendaratan ikan serta fasilitas rainnya. 
g. Perencana,an target penerlmaan retlbusi setlap tahun. 
h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
I. Pelaksanaan tugas-tugas lain yan!!J diberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Teknla Operasional 

Pasa141 

Pelugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) huruf c, mempunyai lugas melal<Sanakan pengaturan dan 
penertiban terhadap per.nanfaatan sarana dan prasarana pangkaian 
pendarat.m ikan serta melakukan pungutan retribUsi. 



13 

PasaJ 42 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , 
mempunyai fungsi : 
a. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan. 
b. Pelaksanaan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan 

penggunaan alat tangkap ikan. 
c. Pendukungan rekayasa dan pelaksananaan teknologi 

penangkapan lkan. 
d. Pemanlauan mutu eksport hasil perikanan. 
e. Pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 
f. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 
g. Pelaksanaan pengendallan pengawasan mutu di unit pengolahan, 

alal fransportasi dan unit panyimpanan hasil perikanan sesuai 
prlnsip PMMT atau HACCP. 

h. Pelaksanaan pungulan retribusi dan menyetorkan penerimaan 
retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima Oinas 
·Pertanian, Perlkanan dan Kehutanan. 

i. Pelaksanaan kerjasama dan ber-koordinasi dengan pihak terkalt. 
j. Pelaksanaan lugas-lugas lain yang dibe.rikan olah Kepala WPTD. 

BABXI 
UPTD BALA! BENIH !KAN 

80£:li0n Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Paaal43 

(1) UPTD Balai Benih lkan di pimpin oleh seorang Kepala yang secara 
administrasi dan operasional berada di bawali dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dlnas. 

(2) Dalam kedudukan tersebut, secara l.eknis operasional Kepala 
UP'fO Bala! Benih lkan dlblna oleh Kepala Bidang Perlkanan. . 

Pasal 44 

UPTD Balai Benih lkan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam 111embina, 
mengembangkan. menlngkatkan produksl, dist:ribusi dan pemasaran 
benih ikan air tawar. 

Pasal 45 

Untuk me1aksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 44, 
UPTD Balai Benih lkan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyelen~garaan pelayanan masyarakat di bidang pembenlhan 

ikan. 
b. Pemeriksaan kesehatan lkan. mendeteksi, memantau ikan yang 

terkena penyakit serta pemberantasan penyakit ikan. 
c. Pelaksanaan sistem informasi benlh ikan di Kota Palembang. 
d. Pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk 

das.ar den benih alam. 
e. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan lembaga sertifikasi 

perbenihan lkan. 
f. Pengkoordinasian dengan instansi lerkait dan unit kerja lainnya. 
g. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas. 
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BAB XU 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal46 

(1) Susunan Organlsasi UPTD Balai Benih lkan, terd1ri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian TaJa Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsionat. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih lk-an, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V. 

Bagian Pertama 
Kepala UPTO 

Pasal47 

K~pala UPTD mempunyai tugas melaksanakan, memlmprn dan 
mengkoordlnaslkan sebaglan tugas operaslonal Dinas Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan, dalam mengembangkan teknologi, 
mengawasl mutu benih lkan dan memberikan bimbingan penangkaran 
dan penyaluran benih ikan. 

Pasal48 

Untuk metaksanakan tugas sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 47, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang baiai beriih ikan. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan benih ikan. 
c. Pelaksanaan pembinaan, pemanlauan lembaga sertifikasi 

pembenihan lkan. 
d. Pemeriksaan hama dan penyakit ikan. 
e. felaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kelja serta 

instansi terkait lainnya. 
f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang dibedkan oleh Kepala Dinas. 
g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD. 

Baglan Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasa149 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 
46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 

Pasal50 

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 49, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyal fungsl : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesual dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusah surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengelolaan adminlst~asi keuangan. 
d. Pengetotaan urusan rumah tangga 1;1an perlengkapan. 
e. Penyiapan admfnistrasi pengelolaan retribusi balal hasll ikan dan 

dokum·en lainnya. 
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f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan balai benlh lkan serta 
fasilitas lainnya. 

g. Perencanaan target penerimaan retibusi sellap lahun. 
h. Penylapan dan penyusunan laporan keglatan pelaksanaan tugas. 
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang•diberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petuga~ Teknls Operasional 

Pasal 51 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46 
ayat (1) huru( c, mempunyaj tugas melaksanakan pengaturan dan 
penertiban balai benih ikan dan pengelolaan retribusi. 

Pasal52 

Petugas Tekn.is Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 , 
mempunyai fungsi : 
a. Pemeriksaan kesehatan lkan, mendeteksi, memantau ikan yang 

terkena penyakit serta pemberantasan penyakit ikan. 
b. Pelaksanaan sistern lnformasi benih ikan di Kola Palembang. 
c. Pelaksanaan perbanyak.an dan pengelolaan induk penjenis, induk 

dasar qan benih alam. 
d . Pengotahan benih ikan untuk keperluan pelebur1:1n di perairan 

urnum maupun untllk usaha komersial lainnya. 
e. Penyelenggaraan pemantau distribusl lkan, peredaran lkan dari 

dan antar cfaerah. 
f. Pelaksanaan pungutan retribusi dan menyetorkan penerlmaan· 

retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

g. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordlnasi dengan pihak terkail. 
h. Pelaksanaan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

BABXIII 
UPTD PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN 

PEREDARAN HASIL HUT AN 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal53 

(1) UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan feredaran 1-lasif Hulan 
dipimpin oteh seorang Kepala yang secara adminislrasi dan 
operasionat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala. 

(2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operaslonal Kepala 
UPTD Pembinaan, Pengelolaan den Peredaran Hasir Hulan dibina 
oleh Kepata Bidang Kehutanan dan Perkebunan. 

Pasa164 

UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hulan 
mempunyai tugas n,elaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional yang meliputi 
pembinaan, pengamanan dan pertindungan lahan, hasil hutan dan 
perkebunan. 



Pasat55 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 
UPTD Pembinaan, Pengel61aan dan Peredaran Hasil Hulan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengawasan peredaran hasil hutan baik kepertuan lokal antar 

puiau maupun eks.port 
b. Pemeriksaan dokumen hasll hutan kayu, non kayu (SKSHH) yang 

masuk dan keluar rnelintasi daerah. 
c. Pengkoordinasian dengan Pejabat Penerbit Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hulan (SKSHH) dan Petugas Pemetiksa Penerima 
Bahan Baku Serpih (P3KB) dalam daerah. 

d. Pengkoordinasian tugas dengan Polisi Hutan (Polhut) dalam 
melakukan pemeriksaan dok1,Jmen-dokumen Pere<laran Hasil 
Hulan balk didarat maupun dlperairan dalam daerah. 

e. Pengawasan terhadap Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat 
Bahan Baku Serpih (P3KB) yang ditugaskan pada induslri 
perkayuan. 

f. Pempros~n permohonan izin Log Pon untuk selanjutnya diajukan 
kepada Kepala Dinas. 

g. Fasilitasi pengukuran, pemerlksaan dan pengujian peredaran hasil 
hu.tan dalam daerah balk yang masuk maupun kellJar daerah. 

h. Penyelenggaraan pungulan retribusi tertiadap pengelolaan dan 
produksi hasil hutan (wale!, lebah, jamur, kayu dan lain-lain). 

I. Pengkoordlnasian dengan inslansi terkait dan unit kerja lainnya. 
j. Penyarnpaian laporan keglatan operasional kepada Kepala Dinas 

BAB XIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal56 

(1) Susunan Organisasi UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan 
Peredaran Hasil Hulan, terdiri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub a·agian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan 
Peredaran Hasil Hulan, sebagalmana tercantum •da1am Lampiran 
VI. 

Bagian Pertama 
Kepala UPTD 

Pasal 57 

Kepala UPTD mempunyai tugas rnemimpin dan mengkoodinasikan 
pelaksanaan sebagian lugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan, dalarn membina, mengamankan, rnengetola, 
melindungi lahan dan hasll hu1an .serta perkebunan. 

Pasal68 

llntuk melaksanakan tugas sebagairnana dfmaksud dalam Pasal 57, 
Kepala UPTD mempunyai fungsl : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bldang pembinaan, 

pengelolaan, pengembangan dan peredarc1n hasil hulan. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pembinaan, 

pengelolaan dan,peredaran hasil nut.in serta perkebun-an. 
c. f>.enyelenggaraan pembinaan, pengelolaan •dan perkebunan serta 

perkebunan. 
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d. Pengawasan dan pemantauan terhadap peredatan hasil hutan dan 
perkebunan. 

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta 
instansi-terkaii lainnya. 

f. Pelaksanaan tugas~tugas dinas yang dlberikan oieh Kepala Dinas. 
g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagi an 1ata Usaha 

Pasal 59 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 
56 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksariakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 

Pasal 60 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 59, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan renca·na kerja sebagal bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan s.urat menyural dan 

kearslpan. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan·rumali tangga d1;1n perlengkap.an. 
e. Penyiapan administrasi pengelolaan terhadap retribusi pengelolaan 

dan peredaran hl\l_s11 hUtan serta dokumen lainnya. 
f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan pembinaan, pengelolaan 

dan peredaran hasil hutan serta fa.silitas lainnya. 
g. P.eren~naan target penerimaan retibusi setlap tahun. 
h. Penyiapan dan penyusunan iaporan kegiatan pelaksanaan tugas, 
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dlberikan Kepala UPTD. 

Baglan Ketlga 
Petugas Teknis Operasional 

Pasal 61 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) Jiuruf c. mer,npunyai tug~s melaksanakan pembinaan, 
pengawasan dan penertiban lerhadap peredaran hasil hutan dan 
pengelolaan retribusinya. 

Paeal 62 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 , 
mempunyai tungsi : 
a. Pendataan orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan 

sarang burung wale!. 
b. Penelitian serta penilaian kelayakan permohonan izin pengelolaan 

dan pengusatiaan sarang burung walet dari segi kesehatan, teknis, 
tata ruang, analisa mengenai dampak nngkungan {amdal), hukum 
dan kelengkapan admlnistrassl pendUkung lainnya. 

c. Penarikan retribusi dalam rangka peningkatan PAD dari 
pengelolaan sarang burung walet dan hasil hutan lainnya. 

d . Pelaksanaan sistem lntom,asi peredaran hasll hutan pi Kota 
Palembang. 

e. Fasilitasi pemberian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHl;I). 

f. Fasilitasi pernprosesan lzin Log Pon Usaha Landasan Hasil Hutan 
(IAKH) dan (IPKL). 



g. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak ter1<ait. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas laln yang dlberikan oleh Kepala UPTD. 

BABXV 
UPTD BALA! PENYULUH PERTANIAN SEKOJO 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal63 
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(1) UPTD B;alai Penyuluh Pertania.n Sekojo yang selanjutnya dlsingkat 
UPTO BPP Sekojo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) di 
dfpimpln oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan 
operaslonal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Dalam kedudukan tersebul, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sekojo dlbina oleh Kepala Bidang 
Penyuluhan. 

(3) UPTD BPP Sekojo sebagaimana dfmaksud pada ayat (1), 
melingkupi wilayah kerja Kecamatan Kalidoni. Kecamatan IT. II, 
Kecamatan Sako dan Kecamatan Sematang Bor:ang. 

Pasal 64 

UPTD BPP Sekojo mempunyai tugas melaksanakan sebagi,!n tugas 
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada tingkat operaslonal 
dalam memberikan penyuluhan dibldang tanaman pangan dan 
hortikuftura, pertemakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta 
kesedlaan dan distribusi produk. 

Pasal 65 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·64, 
UPTD Balai Penyuluh Pertani an Sekojo menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyetengaraan penyutuhan di bidang pertanlan, perikanan dan 

kehutanan. 
b. Penyediaan dan meyebarkan informasl t~nologl. sarana produksi, 

pembiayaan dan informasi pasar. 
c. Fasililasi pengembangan !(elembagaan dan kemltraan pelaku 

ulama dan pelak.u usaha di bldang pertanian, perikanan dan 
kehutanan. 

d. Pempros-esan pembelaJaran melaJui percontohan dan 
pengembangan model usaha tan1 bagi pelaku utama dan pelaku 
usah.i. 

e. Pemafasilitasi peningkatan kapasilas penyuluh melalui proses 
pembelajaran secara berkelanjutan. 

f. Fasilitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku u~ha. 
g. Pemimbimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja 

penyuluh pertanlan. 
h. Pelak-sanaan home base penyuluh pertanian. 
I. Pengumpulan. pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 

penyuluhan pertanian. 
J. PengkoordTnasian kegiatan penyuluhan pertanian ,dan pos 

penyuluhan pertanian di tingkat k.elurahan. 
k. Pembinaan dan supervisi pefaksanaan penyuluhan pertanian di 

tingkat kelurahan. 
I. Pengkoordlnaslan dengan instansl terkall dan unit kerja lainnya. 
m. Penyampaian laporan keglatan operasional kepada Kepala Dinas. 
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BAB XVI 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal66 

(1) Susunan Organisasi UPm Balal Penyuluh Pertanian Selmji:>, terdiri 
dari: 
a. K~pala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata. Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok J;,1batan Fungsi6nal. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD 13alal Penyuluh Pertanian Sekojo. 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. 

Bagian Pert,ama 
Kepala UPTD 

Pasal67 

Kepala UPTD mempunyai lugas memimpin dan mengkoordinasikan, 
melaksanakan sebagian tugas operasionat Dinas Pert,mjan, Perikanan 
dan Kehutanan, dalam membenllan penyuluhan pertanian diwilayah 
kerjanya. 

Pasal 68 

Untuk metaksanakan lugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 67, 
Kepala UPTD mempunyai fungs.i : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan 

pertanian. perikanan dan kehut.anan di wilayah kerjanya. 
b. Perencanaan kebutuhan ~an pemenuhan kebutuhan 

menyelenggarakan penyuluha.n pertanian, perikanan dan 
kehutanan di witayah kerja Sekojo. 

c. Pelaksanaan rencana aksi n,enyelenggarakan penyuluhan 
pertanian di wilayah kerjanya secara efektif den etislen. 

d. Pernberian blmbingan teknls kepada petugas penyuluhan di 
wilayah kerjanya. 

e. Fasilitasi pertemuan para penyuluh dengan para pelaku utama dan 
pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dari kehutenan. 

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta 
instansi terkait lainnya. 

g. Pelaksanaan tugas-lugas dan ~erja sama dinas yang diberikan oleh 
Kepala Dines. 

h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD. 

Baglan Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 69 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
58 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 

Pasal 70 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tu.ngsl : 
a. Penyusunen rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bldang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
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d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
e . Pengajuan ~ncana dan pernelfharaan penyulut:ian pertanian, 

per1kanan dan kehutanan di wilayah kerja Sekojo serta fasilltas 
lainnya, 

f. Perencanaan target penerimaan retibusi setlap tahun. 
g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
h. Pelaksanaan lugas-tugas fain yang diberikan Kepala UPTO. 

Bagian Ketlga 
Petugas Teknis Operasional 

Pasal 71 

Pelugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan penyuluhan di bidang 
pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya. 

Pasal 72 

Pelugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 , 
mempunyai fungsi : 
a . P~laksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan 

pertanian, perikanan dan kehutanan. 
b. Penyebaran infom,asi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan 

informasi pasar. 
c. Pembelajaran melaluj percontohan dan pengembangan model 

usaha tanl bagi pelaku utama dan pelaku usaha·. 
d. Pemberian bimbingan teknis kepada para petani 
e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materl 

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 
f. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos 

penyuluhan pertanian di tlngkat kelurahan. 
g. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di 

tingkat kelurahan. 
h. Pelaksanaan ·slstem lnformasi penyuluhan pertanian di ,vilayah 

kerjanya. 
i. Pelaksanaan tempat pendidikan dan penelitian bagi masyarakal. 
j. Pe!aksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak·terkait. 
k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

BAB XVII 
UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN GANDUS 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsl 

Pa61ll73 

(1~ UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus yang selanlulnya ~islngkat 
UPTO BPP Gandus adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di 
diplmpin oleh seorang Kepala yang secara. administ,asi dan 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Oalam kedudukan tersebut, secara teknls operasional Kepala 
UPTO Baral Penyvluh Pertanian Gandus dibina oleh Kepala Bidang 
Penyuluhan. 

(3) UPTD BPP Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melingkupi wilayah kerja Kecamatan llir Baral I. Kecamatan llir 
Baral II, Kecarnatan Bukit Kecil dan Kecamatan Gandus. 
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Pasal74 

UPTO BPP Gandus mempunyai lugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas Pertanlan, Perikanan dan Kehutanan, pada tlngkat operasional 
dalam memberikan penyuluhan dibidang tanaman pangan dan 
hortlkullUra, perternakan, perikanan, kehulanan dan perkebunan serta 
kesediaan dan dlstribusl produk. 

Pasal 7S 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasat 74, 
UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus menyelenggarak_an fungsi : 
a. Penyelengaraan penyuluhan dl bidang pertariian, perlkanan dan 

kehutanan. 
b. Penyediaan dan meyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, 

pembiayaan dan informasi pasar. 
c. Fasllitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku 

utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan 
kehutanan. 

d. Pemprosesan pem6elajaran mefalui percontohan dan 
pengembangan model usaha tani bagi pelaku ulama dan pelaku 
usaha. 

e. Pemafasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses 
pembelajaran secara berk.elanjutan. 

r. Fasilitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usana. 
g. Pemimbimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja 

penyuluh pertanian. 
h. Pelaksanaan home base penyuluh pertanian. 
i. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 
j. Pengkoordinaslan keglalan penyuluhan pertanian dan pos 

penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan. 
k. Pembinaan dan supervisl pelaksanaan penyuh.Jhan pertariian, 

perikanan dan l<ehutanan di tlngkat l<elurahan. 
I. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerJa lalnnya. 
m. Penyampaian laporan kegiatan operasionat kepada Kepala Dinas. 

BAB XVIII 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal76 

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanran Ga.ndus, 
lerdiri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungslonal. 

(2) Bagan Struktur Organisasl UPTD Balai Penyuluh Pertanian 
Gandus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII. 

Baglan Pert.ama 
Kepala UPTD 

Pasal77 

Kepala UPTD mernpunyai tugas memimpin dan mengkoordlnasikan, 
melaksanakan se!Jagian tugas operasional Dinas Pertanian. Perikanan 
dan Kehutanan, dalam memberikan penyuluhan pertanlan dlwilayah 
kerjanya. 
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Pasal78 

Untuk melaksanakan Lugas sebagaimana dimaksud dalam Passi 77, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan 

pertanian, perikanan dan k.ehutanan di wilayah kerjanya. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebuluhan 

menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perlkanan dan 
kehutanan di wllayah kerja Gandus. · 

c. Pelaksanaan rencana aksi menyelenggarak-an penyuluhan 
pertanian di wilayah kerjanya secara efektif dan efislen. 

d. Pemberian bimbingan teknis kepada J)J:!lugas penyuluhan di wilayah 
kerjanya. 

e. Fasilitasi pertemu~n para penyuluh dengan para pelaku ulama dan 
pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. 

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta 
instansi terkait lalnnya. 

g. Pelak.sanaan tugas-tugas dan kerja sama dinas yang diberikan oleh 
Kepala Dln~s. 

h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTO. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 79 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76 ayat (1) hurur b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
admiriistrasi umum dan keuangan. 

Pasal80 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 
Kepata Sub Baglan Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. P.enyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang lelah dltelapkan sasual-dengan bldang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan sural menyurat dan 

kei;}rsipan. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengka13an. 
e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan penyuluhan penyuluhan 

pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Gandus ~rta 
fasilitas lainnya. 

t Perencanaan target penerimaan retlbusl setiap tahun. 
g. Penyi.:rpan d8J1 penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan_lugas. 
h. Pelaksanaan tugas-lugas lain yang diberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Teknis Operasional 

Pasal81 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 76 
ayat (1) huruf c, mempunyai lugas memberikan penyuluhan di bidang 
pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya. 

Pasal 82 

Petugas Teknis Operasional seba,gaimana dimaksud dalam Pasal 81, 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan 

pertanian, perlkanan dan kehutanan. 
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b. Penyebaran lhfom,asl t eknologi, sarana produl<si, pemblayaan dan 
informasi pasar. 

c. Pembe.lajaran metalui perconlohan dan pengembangan model 
usaha tani bagl pelaku ut~m~ dan i:ietaku usaha. 

d. Pemberian bimbingan teknis kepada para petani 
e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 

penyuluhan pertanlan, perlkanan dan kehutanan. 
f. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos 

penyuluhan pertanian di Ungkal kelurahan. 
$· Pembinaan dan supeivisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di 

tingkat kelurahan. 
h. Pelaksanaan sistem infon:nasi penyuluhan pertanian di wilayah 

kerjanya. 
i. Pelak.sanaan t~mpal pendidikan dan penelitian b-agi masyarakal. 
j. Pelaksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkaiL 
k, Pelaksanaan tugas yang dlberikan oleh Kepala UPTD. 

BAB XIX 
UPTO BALAI PENYULUH PERTANIA.N SEBERANG ULU 

Bagian Pertama 

Kodudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal83 

(1 ) UPTD Balai Penyuluh Pertani an Seperang Ulu yang selanjutnya 
dislngkat UPTD BPP Seberang Ulu adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) di dlplmpln oleh seorang Kepala yang secara 
administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dlnas. 

(2) Dalani kedudukan tel'Sebut. secara leknis operasignal Kepala 
UPTD Balal Penyuluh Pertanian Seberang Ulu dibina oleh Kepala 
Bidang Penyuluhan. 

(3) UPTD BPP Seberang Ulu sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
melingkupi wilayah kerja Kecamalan Plaju, Kecamalan Seberang 
Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Kertapali. 

Pasal84 

UPTD BPP Seberang Ulu mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pertanian, Perlkanan dan Kehutanan. pada tingkat 
operasional dalam memberikan penyuluh;;in dibidang lanaman pangan 
dan hortikultura, perternakan, perikanan, kehutanan dan pertcebunan 
serta kesediaan dan dislribllsl produk. 

Pas al86 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud dalam Pasa1 84, 
UfTD Balai Penyuluh Pertanlan Seberang Ulu menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Penyelengaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan 

kehutanah. 
b. Penyediaan dan meyebarkan informasi teknologi, sarana produksl, 

pembiayaao dan informasi pasar. 
c. Fasilitasi pengembang~o ketemb-agaan dan kernrtraan pelaku 

ulama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan 
kehutanan. 

d. Pemprosesan pernbelajaran melalul percontohan dan 
pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha. 
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e. P.emafasilitasi peningkatan kapasltas penyulLJh melalui proses 

pembelajaran secara berkelanjutan. 
f. Fasilitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utarna dan pelaku usaha. 
g. Pemirnbimbingan penyusunan dan pelaksc;1naan rencana kerja 

penyuluh pertanian. 
h. Pelaksanaan home base penyuluh pertanian. 
I. Pengurnpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran rnateri 

penyuluhan pertanian. 
j. Pengkoordinasian k~ialan penyuluhan perlanian dan pos 

penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan. 
k.. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyUIUhan pertanian di 

tingkal kelurahan. 
I. Pengkoordinaslan dengan instansi terkait dan unfl ketja lainnya. 
m. Penyampaian laporan p~laksanaan tugas. 

BAB XX 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 86 

(1) Susunan Organisasi UPTO Balai Penyuluh Pertariian Seberang 
Ulu. terdirl dari : 
a. Kepala. 
b, Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jaba1.an Fungsional. 

(2) Bagan Strul<tur Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian 
Seberang Ulu, sebagaimana tercanlum dalam Lampiran IX. 

Baglan Pertama 
Kepala UPTD 

Pas al 87 

Kepala lJPTO rnempunyal tugas memimpin dan mengkoordinasikan, 
melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Peflanian, Perikanan 
dan Kehutanan, dalam memberlkan penyuluhan pertanian diwilayah 
kerjanya. 

Pai;al 88 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ,diniaksud dalam Pasal 87. 
Kepala UPTO mempunyai fungsf : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan 

penyuluhan perta.nian. perlkanan dan kehutanan di w!layah 
kerjanya. 

b. Perencar:iaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan 
menyelenggarakan penyuluhan penyuluhan pertanian. perikirnan 
dan kehutanan di wilayah kerja Seberang Ulu. 

c. Pelaksanaan rencana aksi menye!enggarakan penyuluhan 
pertanian di wilayah ke~anya secara efektif dan eflsien. 

d. Pemberian bimbingan teknis kepada petugas penyuluhan di 
wilayah kerjanya. 

e. Fasi/itasi pertemuan para penyuluh dengan para pelaku utama dan 
pelaku usaha dl bidang pertanian. petikanan dan kehutanan. 

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta 
instansi terkait lainnya. 

g. Pela~sar,aan tugas--tugas dan kerja sama dinas yang dlberikan oleh 
Kepala Dinas. 

h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTO. 



Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal89 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
86 ayal (1) huruf b, mempunyai lugas melaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 

Pasa190 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegia.tan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengelolaan admlnistrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan pertengkapan. 
e. Pengajuan rencana dan pemellharaan penyuluhan penyuluhan 

pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Seberang Ulu 
serta fasflitas lalnn'ya. 

r. Perencanaan target penerimaan ret1busi setiap tahun. 
g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan 1ugas. 
h. P~laksanaan tug.;is-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Teknls Operasional 

Pasal91 

Pe-tugas Teknis Operasional sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 86 
ayat (1) huruf c, mempunyai lugas memberlkan penyuluhan di bidang 
pertanian, perikanan clan kehutan.an di wilayah kerja.nya. 

Pasal92 

Petugas Teknls Operasional sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 91 . 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaks,anaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan 

pertanian, perikanan dan kehutanan. 
b. Penyebaran informasi taknologi, sarana produksi, pembiayaan dan 

informasi pasar. 
c. Pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model 

usaha tarii bagi pelaku utama dan pelakU usaha. 
d. Pemberian blmbingan teknis kepada para petani 
e . Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 

penyuluhan pertanian. perikanan dan kehutanan. 
f. Pengkoordinasian kegialan penyuluhan pertanian dan pos 

penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan. 
g. Pernbinaan dan supervisl pelaksanaan penyuluhan pertanian di 

tingkat kelurahan. 
h. Pelaksanaan sistem lnformasi penyuluhan pertanian di wilayah 

kerjanya. 
i. Pelaksanaan tempat pendldlkan dan penelitian bagi masyarakal 
j. Pelaksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait 
k. Pefaksanaan tugas yang dibertkan oleh Kepala UPTD. 
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BAB XXI 
UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN TALANG BETUTU 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasaf 93 

(1) ~lai Penyuluh Pertanian Talang Betutu yang selanjutnya disingkat 
UPTD BPP Seberang Ulu adalah Unit Pelaksana Teknis Olnas 
(UPTD) di dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi 
dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Olnas. 

(2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Bala1 Penyuluh Pertanian Talang Betutu dibina oteh Kepala 
Bidang Penyuluhan. 

(3) UPTO BPP Talang Betutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melingkupi wilayah kerja Kecamatan 'Sukarami, Kecamatan Alang­
Alang Lebar, Kecamatan llirTimur I dan Kecamatan Kemuning. 

Pasa194 

UPTD BPP Talang Betutu mempunyai tugas r:nelaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pertanian, Perlkanan dan Kehutanan, pada tingkat 
operasional dalam memberikan penyuluhan dibidang tanam·an pangan 
dan hortikullura, pertemakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan 
serta kesediaan dan distrlbusi produk. 

Pasal95 

Untuk melaksanal(an tugas sebagaimana ,dimaksud dalam Pasal 94, 
UPTD Balai Penyuluh Pertanian Talang Betutu menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Penyelengaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan 

kehutanan. 
b. Penyediaan dan meyebarkan informasi teknotogi, sarana produksi, 

pembiayaan dan lnformasl pasar. 
c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku 

ulama dan pelaku usaha di bidang pertanian. perlkanan dan 
kehutanan. 

d. Pemprosesan pembelajaran melalui percontohan dan 
pengembangan model usaha tani bag! pelaku utama dan pelaku 
usah·a. 

e. Pemafasilitasi peningkalan kapasitas penyuluh me1alui proses 
pembelajaran secara berkelanjut.an. 

f. Fasllitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. 
g. P~mimbimbingan penyusunan dan pelaksanaan renoana kerja 

penyuluh pertanian. 
h. pelaksanaan home.base penyuluh pertanian. 
1. Pengumpulan, perl'golahan, pengemasah dan penyebaran materi 

penyuluhan pertanian. 
j. Pengkoordihasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos 

penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan. 
k. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di 

tingkat kelurahan. 
I. Pengkoordinaslan dengan instansi terkail dan unll kerja lainnya. 
m. Penyampaian laporan pelaksant1an tugas. 
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BAB XXII 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal96 

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Talang 
Betutu, tefdiri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Baglan Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktllr Organisasl UPTD Balai Penyuluh Perlanian Talang 
Betutu, sebagaimana tercanlum dalam lampiran X. 

Bagian Pertama 
Kepata UPTD 

Pasal97 

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinaslkan, 
rnelaks_anakan sebagian tugas Qperaslonal Qina$ Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan, datam memberlkan penyuluhan pertanian diwilayah 
kerjanya. 

Pasal98 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 97. 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunc1n rencana dan program kerja di bidang penyuluhan 

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan -di wilayah 
kerjanya. 

b. Perencanaan kebuluhan dan pemenuhan kebutuhan 
menyelenggarakan penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan 
dan kehulanan di ,vilayah kerja Talang Betutu. 

c. Pelaksanaan rencana aksi menyelenggarakan penyuluhan 
pertanian di w!layah kerjanya secara efektif dan efislen. 

d. Pemberlan bimbingan teknis kepada petugas penyuluhan di wilayah 
kerjanya. 

e. Fasilltasl pertemuan para penyuluh dengan para pelaku utama dan 
pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. 

f. Pelaksanaan koordinasi dan ke~asama dengan unit kerja serta 
instansi terkail lainnya. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas dan kerja sama dinas yang diberikan oleh 
Kepala Dinas. 

h. Penyampaian taporan pelal<sanaan tugas UPTD. 

Baglan Kedua 
KepaJa Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal99 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
96 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 

Pasal 100 

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana djmaksud dalam Pasal 99, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang Lelah ditetapkan sesuai dengan bidang tus;iasnya. 
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b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat merwurat. dan 
kearsipan. 

c. Pengelolaan admlnist~si keuangan. 
d. Pengelolaan urus.an rumah tangga clan per1engkapan. 
e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan penyuluhan penyutuhan 

pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kelja Talang Beti.Jtu 
serta fasilitas lainnya. 

'f. Per~ncanaan target penerimaan retibu!!i setiap tahun. 
g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan peiaksanaan tugas. 
h. Pelaksan.aan tugas-tugas lain yang dlberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Teknls Operasional 

Pasal 101 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 
ayat (1) hurur c, mempunyai tugaf? memberikan penyuluhan di bidang 
pertanian, perikanan dan kenutanan di wilayah kerjanya. 

Pasal102 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 101, 
mempunyai fungsi : · 
a. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan 

pertanian, perikanan dan kehytanan. 
b. Penyebaran lnformasl teknotogi, sarans produksi, pemblayaan dan 

informasi pasar. 
c. PembelaJaran melalui p·ercontofla11 dan pengembangan model 

usaha tani bagi petaku utama dan petaku usaha. 
d. Pemberian bimbingan teknis kepada para petani 
e . Pengurnpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebarari materi 

penyutuhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 
f. Pengkoordinasian kegi~tan l!)enyuluhan pertanian dan pos 

penyulut,an pertanian di tingkat keturahan. 
g. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyutllhan pertanian di 

tingkat kelutahan. 
h. Pelaksanaan sistem informasi penyuluhan pertanian di wilayah 

ke1anya. 
i. Pelaksanaan tempat pendidlkan dan penelitian bagi masyarakal. 
j. Pelaksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. 
k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleti Kepala UPTD. 

BAB XXIII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 103 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing UPTD 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai tugas dan rungsi 
UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sesuai dengan 
keahlian yang dibutuhkan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri clari sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai 
dengan bidang tugasriya. 
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BABXXIV 

TATA KERJA 

Pasal 104 

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pertanian, Perik.anan dan 
Kehutanan, menerapkan prinsip koordinasi koordinasf, lntegrasi dan 
sinkonisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi 
lainnya !lesuai dengan bicfang tugasnya. 

Pasal 105 

Kepala UPTD Pertanian, Perikar1an dan Kehutanan, dalam 
mel~ksanakan luga~nya didasar!lan pada kebljakan yang ditetapkan 
oleli Kepafa Dfnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasa.f 106 

(1) Kepafa UPTD Pertanian, Perikanan ,dan Kehulanan, wajib 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan 
bimbingan dan petui'ljuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya dan 
apabila terjadi penyimpangan dapat mengamb11 Undakan yang 
diperfukan dan melaporkan penyimpangan lersebut kepacta Kepala 
Dinas sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-undangan 
yang ber/aku. 

(2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok 
J.abatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD 
Perbenihan/Pembibitan T anaman Pangan dan Horlikullura, UPTD 
Rumah Polong Hewan, UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner, 
UPTD Pangkalan Pendara1an ll<an, UPTD Balai Benih lkan, UPTD 
Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasn Hutan, UPTD BPP 
Sekojo, UPTD BPP Gandus, UPTD BPP Seberang Ulu, UPTO SPP 
Talang Betutu. 

BABXXV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasa1107 

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional 
dan Ke!ompok Jabatan Fungsional pads UPTD Pertanian, penl<.anan 
dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh WalikQLa berdasarkan 
usul Kepala Dinas. 

8ABX:XVI 
PENUTUP 

Pasal 108 

Dengan berlakunya Peraturan fni, maka : 

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Cabang Dinas Pertanian di Kecamatan; 

2. Keputusan Walikota Palembang Nomor 19 Tahur1 2002 tentang 
Pembentukan Unil Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas 
Pertanian. 

dicabut dan d[nyatakan tidak berlaku. 
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Passi 109 

Peraluran inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan lni, dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kola 
Palembang 

Ditetapkan di Pat~mbang 
pada tanggal '? f'&ua.ri' 2009 

L 
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